
 

 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

: 
: 
: 
: 

061/PM.00.02/K.BB-05/6/2024 
- 
- 
Imbauan Netralitas Anggota Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) pada 
Pemilihan Serentak Tahun 2024 

  Tanjungpandan, 21 Juni 2024 

 

Kepada Yth. Komandan Kodim 0414 Belitung 

di – 

      tempat 

 

Dasar Hukum: 

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 

Undang-Undang; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Anggota 

Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2024. 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan telah ditetapkannya PKPU Nomor 2 Tahun 2024 dan 

dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan 

pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan 

pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis 

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana 

amanat Undang-Undang Pemilihan, khususnya dalam hal mencegah terjadinya 



pelanggaran terhadap Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka dengan ini 

Bawaslu Kabupaten Belitung menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2004 yang menyatakan “Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi 

anggota Partai Politik dan kegiatan politik praktis”; 

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 yang berbunyi “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, 

anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat 

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon”; 

3. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan 

pasangan calon perseorangan sampai dengan pengusulan pengesahan 

pengangkatan calon terpilih. 

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau 

kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Belitung agar:  

1. menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik 

praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta 

membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik 

sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota; 

dan 

2. melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran terkait dengan Netralitas 

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam proses penyelenggaraan tahapan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota 

dan Wakil Walikota. 

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 

terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan Yth :  

Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung. 

 https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung


